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Hukum Bisnis 

 

Pengertian Hukum Bisnis 

Hukum bisnis dapat dipahami sebagai hukum yang mengatur kegiatan ekonomi. 

Kegiatan tersebut berupa perdagangan, jasa, dan keuangan yang terus menerus dilakukan 

untuk mendapatkan keuntungan. Pada Prinsipnya hukum bisnis merupakan aturan tertulis 

Oleh pemerintah dimaksudkan untuk mengatur, mengawasi dan melindungi semua 

kegiatan usaha, termasuk kegiatan industri, perdagangan dan jasa, dan segala hal yang 

berkaitan dengan keuangan dan kegiatan usaha lainnya. Hukum Bisnis adalah peraturan 

yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur perdagangan dalam kegiatan ekonomi 

guna mewujudkan keamanan dan ketertiban perekonomian Indonesia. Pelanggaran aturan 

hukum di area bisnis ini dikenakan sanksi berat. 

A. Sumber Hukum Bisnis 

Sumber hukum bisnis yang berkaitan dengan dasar terbentuknya hukum bisnis. 

yaitu sebagai berikut: 

1. Asas kontrak adalah apa yang dilakukan oleh para pihak agar masing-

masing pihak memenuhi kontrak. 

2. Asas kebebasan berkontrak, yang menurutnya para penyelenggara dapat 

membuat dan memutuskan sendiri isi dari kontrak yang telah disepakati. 

Menurut perundang-undangan, sumber hukum bisnis yaitu sebagai berikut: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur baik 

hubungan kebendaan maupun hubungan antara perseorangan dengan 

badan hukum. KUHPerdata mengatur tentang jual beli, persewaan, pinjam 

meminjam (termasuk kredit), dll 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur antara lain 

kejahatan dalam bisnis, seperti penipuan. 

3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang secara khusus 

mengatur hal-hal niaga yang tidak diatur oleh hukum perdata, seperti 

bentuk perusahaan, termasuk CV dan perseroan. 
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4. Ketentuan lain dari hukum perdata, pidana dan non-pidana, seperti 

undang-undang perusahaan yang diatur oleh Undang-Undang Perusahaan 

atau undang-undang yang terkait dengan penanaman modal, yaitu 

Undang-Undang Penanaman Modal. 

B. Tujuan Hukum Bisnis 

Perundang-undangan bisnis dibuat untuk mengatur dan melindungi bisnis 

terhadap berbagai risiko yang mungkin timbul di kemudian hari. Dibawah ini adalah 

beberapa tujuan hukum bisnis yang perlu ketahui. 

1. Memastikan berfungsinya mekanisme keamanan pasar secara efektif dan 

tepat. 

2. Melindungi berbagai jenis usaha, terutama jenis usaha kecil dan menengah 

(UKM). 

3. Membantu perbaikan sistem keuangan dan sistem perbankan. 

4. Memberikan perlindungan kepada pengusaha atau kontraktor 

 

C. Ruang Lingkup Hukum Bisnis 

Hukum Bisnis itu sendiri meliputi bidang-bidang berikut, antara lain: 

1. Kontrak Dagang. 

2. Aspek hukum badan usaha. 

3. Hubungan kerja. 

4. Hak Kekayaan Intelektual Industri. 

5. Larangan monopoli dan persaingan tidak sehat. 

6. Perlindungan konsumen. 

7. Pajak. 

8. Pertanggungan 

9. Penyelesaian sengketa niaga. 

10. Kebangkrutan. 

11. Undang-Undang Lalu Lintas. 

12. Hukum Perbankan dan Sekuritas. 

13. Hukum perdagangan internasional atau perjanjian internasional. 
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D. Pentingnya hukum Bisnis 

Undang-undang bisnis memainkan peran penting dalam mengatur praktik bisnis 

di negara ini. Berikut adalah beberapa poin yang menunjukkan mengapa hukum 

perusahaan sangat penting: 

1. Masalah Kompensasi – Hukum Bisnis sangat penting dalam menangani 

berbagai masalah kompensasi dalam suatu organisasi. 

2. Perlindungan Hak Pemegang Saham – Hukum bisnis memainkan peran 

penting dalam melindungi hak-hak pemegang saham perusahaan. 

Pengacara hukum perusahaan yang berpengalaman dapat berhasil 

menangani keadaan seperti negara bagian . 

3. Pendirian perusahaan – Hukum bisnis adalah dasar dari semua transaksi. 

Memulai bisnis melibatkan banyak proses hukum, sewa dan izin. Seorang 

pengacara hukum bisnis memiliki pengalaman dengan semua peraturan 

yang relevan dan dapat membantu bisnis membangun operasinya dengan 

sukses. 

 

Unsur Pembentuk Hukum 

Lantas apa saja sih yang harus termuat dalam hukum sehingga tujuan dari hukum 

tadi dapat terwujud? Terdapat empat unsur hukum yang bisa dipahami dalam perumusan 

suatu hukum, yaitu: 

1. Hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam kehidupan 

bermasyarakat 

2. Peraturan dalam hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang 

berwenang dan tidak boleh dibuat oleh masyarakat biasa 

3. Penegakkan aturan hukum harus bersifat memaksa dan mengikat 

masyarakat luas yang mana peraturannya bukan untuk dilanggar 

melainkan harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat 

4. Dalam pelaksanaannya, hukum harus memiliki sanksi yang tegas bagi 

siapa saja yang melanggar aturan hukum tersebut 
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Fungsi dan Tujuan Hukum 

Gustav Radbruch yang menyebut bahwa tujuan hukum adalah guna mencapai 

keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam kehidupan bernegara. 

Sunaryati Hartono menuliskan bahwa hukum merupakan alat, sarana, serta 

langkah yang dapat dilakukan pemerintah dalam menciptakan sistem hukum nasional. 

Menurutnya, suatu negara pasti memiliki tujuan yang harus dicapai dan hukum dapat 

membantu negara mencapai tujuan serta cita-cita tersebut. Hukum dapat diartikan sebagai 

alat pemberlakuan atau penindak berlakunya hukum-hukum yang ada dalam masyarakat. 

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa tujuan hukum adalah terpelihara 

dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban. Menurutnya, tanpa keteraturan 

dan ketertiban, kehidupan manusia yang wajar dan seharusnya menjadi tidak mungkin. 

Melihat dari berbagai pendapat para ahli tentang tujuan serta fungsi hukum di atas 

dapat dilihat, seberapa penting hukum itu ada bagi suatu negara. Tujuan hukum dalam 

suatu negara dapat diuraikan, diantaranya sebagaimana yang ada dalam poin-poin di 

bawah ini: 

1. Menciptakan kesejahteraan, ketenteraman, dan kenyamanan dalam 

kehidupan 

2. Menjaga agar tidak terjadi aksi-aksi kurang terpuji dalam kehidupan 

bermasyarakat 

3. Menjadi petunjuk atau pedoman masyarakat dalam berlaku 

4. Melindungi hak asasi setiap manusia 

5. Menciptakan serta mewujudkan sila keadilan bagi seluruh masyarakat 

Indonesia. 

Teguh Prasetyo menyebutkan terdapat empat fungsi hukum, yaitu: 

1. To provide subsistence (fungsi memberi penghidupan) 

2. To provide abundance (fungsi memberi kelimpahan) 

3. To provide security (fungsi menyediakan perlindungan atau keamanan) 

4. To attain equity (fungsi mencapai kebersamaan) 
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Dalam buku Pengantar Hukum Indonesia oleh Rahman Syamsuddin, J.P Glastra van 

Loon menyebutkan beberapa fungsi hukum yaitu: 

1. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup; 

2. Menyelesaikan pertikaian; 

3. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan, jika perlu dengan 

kekerasan; 

4. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan 

kebutuhan masyarakat; 

5. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi 

di atas. 

Adapun Sjachran Basah berpendapat bahwa fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat 

terutama di Indonesia mempunyai panca fungsi, yaitu: 

1. Direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat 

yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara; 

2. Integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa; 

3. Stabilitatif, sebagai pemelihara (termasuk di dalamnya hasil-hasil pembangunan) 

dan penjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan 

bernegara dan bermasyarakat; 

4. Perfektif, sebagai penyempurna terhadap tindakan-tindakan administrasi negara, 

maupun sikap tindak warga dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat; 

5. Korektif, baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam 

mendapatkan keadilan. 

Melihat dari poin-poin tersebut, kalian bisa tahu bahwa singkatnya, hukum 

diperlukan untuk mewujudkan kehidupan bernegara yang ideal. Tidak cukup bagi hukum 

hanya sekadar ada dan berlaku di suatu negara. Mengingat keberadaannya yang sangat 

dibutuhkan dalam suatu negara, hukum juga harus ditegakkan oleh penegak hukum yang 

baik dan memegang teguh moralitas serta menjalankannya dengan prinsip etis. 
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Sistem Hukum 

A. Pengertian Sistem Hukum 

Sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang 

terdiri atas bagian-bagian yang terkait satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana 

atau pola, untuk mencapai suatu tujuan. Hukum adalah merupakan suatu sistem, artinya 

bahwa hukum itu adalah aturan-aturan dalam hidup bermasyarakat yang merupakan suatu 

susunan yang terdiri dari bagian-bagian yang terkait satu dengan yang lainnya. Sebagai 

suatu sistem, bagian-bagian yang merupakan komponen yang saling berhubungan adalah 

saling mengalami ketergantungan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta 

terintegrasi. 

B. Macam – Macam Sistem Hukum 

Ada beberapa sistem hukum yang hidup dan berkembang pada nagara-negara 

pada saat ini. Adapun sistem-sistem tersebut adalah: 

Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law) 

Sistem ini berkembang di negara-negara Eropa Daratan, seperti Jerman, Perancis, 

Italia, Belanda, termasuk Indonesia juga terkena pengaruh sistem ini. Sistem hukum 

Eropa Kontinental ini bersumber pada hukum Romawi (Corpus Juris Civilis) yang 

selanjutnya dijadikan dasar dalam kodifikasi hukum di Eropa. Prinsip utama dari sistem 

hukum ini adalah bahwa “hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan 

dalam bertuk peraturan perundang-undangan dan tersusun secara sistematk di dalam 

kodifikasi atau kompilasi tertentu”. Tujuan utama dari sistem ini adalah adanya 

“kepastian hukum”. Dan kepastian hukum ini akan terwujud hanya melalui pengaturan 

kehidupan manusia melalui peraturan-peraturan hukum yang tertulis. 

Ciri sistem hukum Eropa Kontinental adalah lebih mengutamakan rechtsstaat atau 

negara hukum yang memiliki berkarakter administratif dan menganggap hukum itu 

tertulis. Artinya, kebenaran hukum dan keadilan terletak pada ketentuan yang tertulis. 

Berdasarkan sistem hukum ini, maka hakim tidak dapat leluasa menciptakan 

hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat umum. Hakim hanya berfungsi 

“menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya saja. 

Putusan hakin hanya mengikat para pihak yang berperkara saja. Dalam sistem hukum 
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Eropa Kontinental, sumber hukum yang utama adalah undang-undang, dan hukum yang 

dalam bentuk undang-undang dibuat oleh pemegang kekuasaan legislatif. Sumber hukum 

yang lain adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga eksekutuf berdasarkan 

wewenang yang diberikan undang-undang. Juga dapat digunakan sebagai sumber hukum 

“kebiasaan-kebiasaan” yang hidup dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan 

dengan undang-undang. 

Sistem Hukum Anglo Saxon (Common Law)  

Sistem hukum ini disebut juga dengan sistem hukum Anglo Amerika. Sistem ini 

mulai berkembang di Inggris pada abad XI., selanjutnya berkembang di negara-negara 

Amerika Utara, beberapa negara Asia dan Australia (yang termasuk dalam 

persemakmuran), selain di Amerika Serikan sendiri.  

Menurut common law system, sumber hukum tertinggi merupakan kebiasaan 

masyarakat yang dikembangkan di pengadilan atau telah menjadi keputusan pengadilan. 

Sumber hukum yang berasal dari kebiasaan inilah yang kemudian menjadikan sistem 

hukum ini disebut common law system atau unwritten law, yang artinya hukum tidak 

tertulis. 

Sumber hukum yang utama dalam sistem hukum ini adalah “putusan-putusan 

hakim/pengadilan” (judicial decisions). Melalui putusan-putusan hakim ini diwujudkan 

kepastian hukum, terbentuknya prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum menjadi hal 

yang mengikat umum. Sumber-humber hukum dalam sistem hkum Anglo Saxon ini 

(putusan hakim, kebiasaan dan peraturan administrasi negara) tidak tersusun secara 

sistematis dalam hierarkii tertentu seperti yang dikenal dalam sistem hukum Eropa 

Kontinental.  

Sistem Hukum Adat  

Sistem ini hanya dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan 

negara-negara Asia lainnya. Sistem hukum adat bersumber pada peraturan peraturan yang 

tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kkesadaran hukum 

masyarakatnya. Hukum adat bertipe yang bersifat tradisional dan berpangkal dari 

kehendak nenek moyang. Oleh karenanya sebagai tolok ukur suatu perbuatan selalu 

dikembalikan kepada kehendak suci nenek moyang. Sumber tidak tertulis dari hukum 

adat menyebabkan hukum adat itu bersifat luwes dan fleksibel yang dapat mengikuti 
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perkembangan jaman. Asas utama darai hukum adat adalah kepatutan dan harmoni di 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

Sistem Hukum Islam  

Sistem hukum Islam adalah sistem hukum yang mendasarkan kepada agama 

Islam. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi 

Muhammad SAW. Sistem ini pada awalnya berkembang pada masyarakat Arab, yakni 

pada awal keberadaan agama Islam. Selanjutnya sistem hukum ini berkembang ke 

negara-negara di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika sesuai dengan perkembangan agama 

Islam dan pembentukan-pembentukan negara yang berasaskan agama Islam. Di 

Indonesia, walaupun mayoritas warga negaranya beragama Islam, pengaruh agama dalam 

ketata negaraan tidak besar. Hal ini diesbabkan asas pembentukan negara bukan 

mendasarkan kepada hukum Islam.  

Karakteristik dari hukum Islam adalah sangat fleksibel dalam segala kejadian dan 

dapat mengikuti perkembangan zaman, walaupun didasarkan pada Al-Qur’an yang sudah 

dibuat beribu-ribu tahun yang lalu dan tidak dapat diubah. Persebaran negara-negara yang 

menganut sistem hukum Islam banyak dijumpai di negara-negara jazirah Arab. Tidak 

hanya itu, negara-negara di Asia dan Afrika Timur banyak yang menganut sistem hukum 

Islam baik secara langsung maupun berbaur dengan sistem hukum lainnya. 

Sistem Hukum Sosialis/Komunis 

Sistem hukum sosialis adalah sebuah sistem hukum yang didasari oleh ideologi 

komunis. Sistem ini lebih berorientasi sosialis, yakni meletakkan pondasi pada ideologi 

negara komunis dengan semangat pada minimalisasi hak-hak pribadi. 

Selain itu, negara juga menjadi pengatur dan pendistribusi hak serta kewajiban 

warga negaranya. Sehingga, pada sistem hukum ini kepentingan pribadi melebur dalam 

kepentingan bersama. Ada beberapa negara yang menerapkan Sistem Hukum Sosialis, 

contohnya Bulgaria, Yugoslavia, Kuba, dan negara-negara bekas jajahan Uni Soviet. 

Hukum Sub-Sahara (African Law System) 

African law system adalah sistem hukum yang berorientasi pada komunitas, 

dalam arti lain semua hal yang berkaitan dengan solidaritas sosial dari suatu komunitas 
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menjadi aturan hukum yang disepakati bersama untuk dijalankan, ditaati dan dipatuhi 

bersama. 

Dalam sistem hukum sub-sahara, semua warga negara terikat dengan aturan 

komunitasnya. Dalam negara yang menganut sistem ini, aturan adat (customary rules) 

posisinya sangat kuat dan hampir semua isi hukumnya adalah kodifikasi dari aturan-

aturan adat. 

Sistem Hukum Asia Timur Jauh (Far East Law) 

Ciri utama dari far east law system adalah menekankan harmoni dan tatanan 

sosial. Artinya, sistem ini selalu berusaha untuk memperkuat harmoni dan tatanan sosial, 

dan tidak menyukai hadirnya konflik secara terbuka. Hal tersebut disebabkan karena 

konflik terbuka cenderung mendorong lahirnya disintegrasi dan memecah tatanan sosial. 

Akibatnya, dalam sistem hukum ini masyarakat menghindari proses litigasi 

hukum dan lebih memilih menyelesaikan konflik media non hukum. Sistem hukum Asia 

Timur Jauh dipraktikkan di Jepang, Malta, Filipina, Sri Lanka, Swaziland, dan lainnya. 

Sistem Hukum di Indonesia 

Sistem hukum di indonesia merupakan campuran antara sistem hukum Eropa 

(Civil Law), hukum agama, dan hukum adat. Hal tersebut wajar, mengingat hukum 

merupakan sebuah sistem yang tersusun atas sejumlah bagian yang masing-masing juga 

merupakan sistem yang dinamakan subsistem. Dalam sistem hukum Indonesia terdapat 

subsistem hukum perdata, hukum pidana, maupun hukum tata negara. 

Sistem hukum civil law merupakan salah satu sistem hukum yang banyak dipakai 

di dunia, khususnya di negara-negara Eropa. Sistem hukum ini memiliki beberapa 

karakteristik, seperti mengutamakan peraturan tertulis, hukum kasus yang sedikit, dan 

penetapan hukuman yang jelas. 

Adopsi sistem hukum civil law di Indonesia terlihat pada beberapa bidang hukum, 

antara lain: 

1. Hukum Perdata: Hukum perdata Indonesia didasarkan pada Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dibuat pada masa 

penjajahan Belanda. KUHPerdata merupakan bagian dari hukum sipil 
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yang berasal dari negara-negara Eropa yang menganut sistem hukum civil 

law. Dalam hukum perdata, Indonesia mengutamakan prinsip kepastian 

hukum dengan memperkuat asas legalitas, kejelasan, dan kepastian. 

2. Hukum Dagang: Hukum dagang di Indonesia juga mengadopsi sistem 

hukum civil law, dimana sumber utama hukum dagang adalah 

KUHPerdata dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. Dalam hukum dagang, Indonesia juga 

mengutamakan prinsip kepastian hukum dan kejelasan, serta memberikan 

perlindungan kepada konsumen. 

3. Hukum Ketenagakerjaan: Sistem hukum civil law juga terlihat dalam 

bidang hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Undang-Undang No. 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan sumber utama hukum 

ketenagakerjaan di Indonesia, yang mengatur tentang hubungan kerja 

antara pekerja dan pengusaha. Dalam hukum ketenagakerjaan, Indonesia 

mengutamakan perlindungan bagi pekerja dengan memberikan hak-hak 

yang jelas dan sanksi yang tegas bagi pengusaha yang melanggar. 

4. Hukum Lingkungan Hidup: Adopsi sistem hukum civil law juga terlihat 

dalam bidang hukum lingkungan hidup di Indonesia. Undang-Undang No. 

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

merupakan sumber utama hukum lingkungan hidup di Indonesia. Dalam 

hukum lingkungan hidup, Indonesia mengutamakan pencegahan 

kerusakan lingkungan, pengaturan pemanfaatan sumber daya alam yang 

berkelanjutan, serta memberikan sanksi tegas bagi pelanggar. 

Adopsi sistem hukum civil law di Indonesia dapat dilihat dari pengaruh dan 

penerapan prinsip-prinsip hukum dari sistem hukum civil law yang diterapkan dalam 

beberapa bidang hukum. Namun, Indonesia tetap mempertahankan ciri khas sistem 

hukumnya sendiri yang juga berbasis pada hukum adat dan hukum Islam. 

Di Indonesia, penggunaan hukum agama terutama berkaitan dengan urusan 

keluarga, khususnya bagi masyarakat yang menganut agama Islam. Sistem hukum agama 

ini diatur dalam beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan 

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. 
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Dalam praktiknya, penggunaan hukum agama di Indonesia terutama berlaku 

dalam tiga hal: 

1. Pernikahan: Masyarakat Muslim yang ingin menikah di Indonesia harus 

mengikuti prosedur dan syarat yang diatur dalam hukum Islam. Mereka 

harus melalui proses akad nikah yang dilakukan oleh seorang hakim 

agama dan dihadiri oleh dua orang saksi. 

2. Perceraian: Jika terjadi perceraian, maka pengadilan agama akan 

menyelesaikan sengketa tersebut berdasarkan hukum Islam. Hukum Islam 

mengatur prosedur perceraian, seperti proses talak atau gugatan cerai, 

serta aturan tentang nafkah, hak asuh anak, dan warisan. 

 

3. Waris: Hukum Islam juga mengatur tentang pembagian harta warisan bagi 

masyarakat Muslim di Indonesia. Ada beberapa aturan yang harus diikuti, 

seperti ketentuan tentang pewaris, ahli waris, dan pembagian harta. 

Namun, penting untuk dicatat bahwa penggunaan hukum agama di Indonesia 

tidak bersifat universal dan hanya berlaku bagi masyarakat Muslim yang secara sukarela 

memilih untuk menggunakan hukum Islam dalam urusan keluarga mereka. Bagi 

masyarakat non-Muslim, mereka akan menggunakan sistem hukum nasional atau hukum 

adat yang berlaku di daerah mereka. 

Penerapan hukum adat di Indonesia terutama terjadi di daerah-daerah yang dihuni 

oleh masyarakat adat, seperti Suku Dayak di Kalimantan, Suku Batak di Sumatera Utara, 

Suku Toraja di Sulawesi Selatan, dan masih banyak lagi. Berikut adalah beberapa contoh 

penerapan hukum adat di Indonesia: 

1. Adat Istiadat Minangkabau: Sistem hukum adat Minangkabau terkenal 

dengan matriarki atau sistem kekerabatan yang berpusat pada perempuan. 

Dalam sistem ini, harta benda dan tanah diwariskan dari ibu ke anak 

perempuan, dan pemimpin adat juga dipilih dari kalangan perempuan. 

Selain itu, adat istiadat Minangkabau juga mengatur tentang cara 

berdamai, tata cara pernikahan, dan hukuman bagi pelanggar hukum adat. 
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2. Adat Dayak: Sistem hukum adat Dayak banyak mengatur tentang tata cara 

kehidupan di alam, tata cara bertani, serta tata cara berburu dan 

mengumpulkan hasil hutan. Hukum adat Dayak juga mengatur tentang tata 

cara pernikahan, proses penyembuhan tradisional, dan tata cara adat yang 

digunakan pada acara-acara penting seperti pesta panen atau upacara 

kematian. 

3. Adat Toraja: Sistem hukum adat Toraja mengatur tentang tata cara 

pernikahan, tata cara pemakaman, dan tata cara pemberian upeti. Hukum 

adat Toraja juga mengatur tentang hak milik atas tanah, dan proses 

pengambilan keputusan oleh pemimpin adat. 

4. Adat Bali: Sistem hukum adat Bali mengatur tentang tata cara upacara 

adat, tata cara adat pada acara pernikahan, dan pembagian harta warisan. 

Selain itu, hukum adat Bali juga mengatur tentang hubungan antara 

keluarga dan masyarakat, serta tata cara pemilihan pemimpin adat. 

Hukum adat di Indonesia diakui sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional 

yang diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan 

diatur dalam berbagai undang-undang. Berikut adalah contoh penerapan hukum adat 

dalam hukum nasional Indonesia: 

1. Hak ulayat: Hak ulayat atau hak atas tanah ulayat merupakan bentuk hak 

kepemilikan atas tanah yang diakui dalam hukum nasional Indonesia, 

terutama di wilayah-wilayah yang dihuni oleh masyarakat adat. Hak ulayat 

didefinisikan sebagai hak masyarakat adat untuk mengelola, 

memanfaatkan, dan mempertahankan tanah ulayat mereka sesuai dengan 

adat istiadat dan kepercayaan yang berlaku di masyarakat adat. 

2. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah: Di Indonesia, penyelesaian 

sengketa dalam masyarakat adat dilakukan dengan cara musyawarah, yang 

diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan. Dalam hal terjadi sengketa antarwarga masyarakat adat, 

masyarakat adat dapat melakukan musyawarah atau lembaga adat yang 

dipercayakan oleh masyarakat adat untuk menyelesaikan sengketa 

tersebut. 
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3. Perlindungan hak asasi manusia masyarakat adat: Undang-Undang No. 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengakui hak-hak masyarakat 

adat, seperti hak atas tanah ulayat, hak atas sumber daya alam, hak untuk 

mempertahankan budaya dan adat istiadat, serta hak untuk mendapatkan 

perlindungan hukum dari diskriminasi dan pelecehan. 

Dalam penerapan hukum nasional Indonesia, pengakuan dan perlindungan 

terhadap hukum adat di Indonesia menjadi penting untuk menjaga identitas budaya dan 

kearifan lokal masyarakat adat. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk 

memperkuat dan memperbaiki penerapan hukum adat di Indonesia agar tidak 

bertentangan dengan nilai-nilai yang diatur dalam hukum nasional dan hak asasi manusia. 


